
 

 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2021  

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN SEBAGAI  

AKIBAT DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  

TENTANG CIPTA KERJA BESERTA PERATURAN PELAKSANAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang :  a.  bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, 

terdapat beberapa Peraturan Menteri yang substansinya telah 

diatur dalam peraturan yang baru atau sudah tidak sesuai lagi 

sehingga perlu dicabut; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai 

Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan; 

 

 
Mengingat  :  1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4916); 

 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 

dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6647); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); 

 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN SEBAGAI AKIBAT 

DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG CIPTA KERJA BESERTA PERATURAN PELAKSANAAN. 

 
Pasal 1 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1990 tentang 

Kewajiban Pengusaha untuk Membuat, Memiliki dan Memelihara 

Buku Upah; 

b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000 

tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan 

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti 

Kerugian di Perusahaan; 

c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan 

Upah Minimum; 

d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
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KEP.51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan 

Tertentu; 

e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu; 

f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah 

Kerja Lembur; 

g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 

tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; 

h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138); 

i. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 

Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098); 

j. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 120); 

k. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia di Dalam Negeri dalam Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 121); 

l. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan 

Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
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Nomor 122); 

m. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan 

Jasa Pekerja/Buruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 123); 

n. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 837); 

o. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 948); 

p. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 

Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1747); 

q. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1549); 

r. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat- Syarat 

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan 

Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 869); 

dan 

s. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 

berlaku surut sejak tanggal 2 Februari 2021. 



- 5 - 
 

 

Penafian 
Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari 
salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah 
Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk 
mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 November 2021 
 

MENTERI KETENAGAKERJAAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

IDA FAUZIYAH 

 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 12 November 2021 
 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BENNY RIYANTO 
 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1257 
 
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BIRO HUKUM 
 
ttd. 
 
RENI MURSIDAYANTI 
NIP 19720603 199903 2 001 

 


